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SDM DAN ORGANISASI

a. Surat Keputusan tentang Tim Pengelola JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan
berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat (PM Kominfo No. 20 Tahun
2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian
Kominfo).

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan
baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung
jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum
yang dibutuhkan.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang
Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
(JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor
054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024 tanggal 01 Juni 2024. Keputusan tersebut
berlaku hingga saat ini dikarenakan tidak terdapat perubahan struktur terkait tim
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Berikut dokumentasi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Semarang Nomor 054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024 dalam bentuk scan sebagai
berikut:



Dokumentasi SK Nomor 054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024

¥ BAWASLU

BADAM FEMGAWAS PEMILIMAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 054 /HK.01.01/K.JT-23/06/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMAS]
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang

a

KABUPATEN SEMARANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum  Nasional,
kementerian/flembaga berkewajiban membentuk
organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum
di lingkungannya;

bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata
dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan
nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik,
bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan
masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang
dibutuhkan;

bahwa wuntuk mengelola dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar
di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya,
perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan
dokumentasi dan informasi hukum nasional wyang
terpadu;

bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang
informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk
Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan



Mengingat

| B

Umum Kabupaten Semarang;

balhwa untuk menyesuaikan perubahan  struktur
OrERnisaLi Badan  Pengawas  Pemiliban Umum
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengowas
Femilihan  Umoam  Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Herja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Femilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilinan Umum Kabupaten/Kota, dan  Sekretarian
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a. huaruf b, huruf ¢, huraf d dan
huruf ¢ poerlu menctapkan Tim  Pengelola Anggota

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hulum,

Undang-Undang Nomaor 1 Tahun 2015 watang Penectapan
Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-Undang Nomer
I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupat, dan
Walikota Moenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor G656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo
2 Tahun 2020 rentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi  Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 202 3 tentang Penclapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Mormoer 7 Tahuen 2017 centang Pemilinan Umum

(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



Nomor 224, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Bomor 6H32);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 wahun 2012 tentang
laringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2012
Nomaor 82);

4.  Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 20018 1enang
Kedudukan, Tugas, Fungs:, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja  Sckrewriat  Jenderal  Badan  Pengawas
Pemilinan Umum, Sekretarial Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan  Sekretariat  Badan  Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141];

5. Peraturan Badan MPengawas Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi  Dan
Informasi Hukum [Berita Negara Republik (ndonesia
Tahun 2020 Nomor $43};

#. Peramuran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2021 wentang  Organisasi dan  Tata  Kerja
Sekretariat lenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat | Badan  Pengawas  Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilikan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peratgran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor B Tabun 2019 wentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan  informasi Hukom
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20149 Nomor
H22Z).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ KEPUTUSAN KETUA BALAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG PROVINS] JAWA TENGAH TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASE DAN
INFORMAS] HUKLUIM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KABUPATEN SEMARANCG:

Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pomilihan Umum

dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam

lampiran | Keputusan ini;

Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi  dan

Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada  diktum

KESATU mempunyai tugas sehagai berikut.

a. Pengumpulan, pengolaban, penyimpanan, pelestarian, dan
pendayvagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;

k. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan
Informasi Hukum;

Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

=

. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Infoermasi Hukam;

e, Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukumn ke

dalam situs resmi [DIH Bawasiu;

g Penyimpanan Dokumen Hukum dan [nformasi Hukom
secara fisik dan nonfisik;

h. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum,

i. Pemeliharaan terhadap Dolumen Hukum dan Informasi
lukum dan sistem informasi [DIH Bawaslu; dan

j» Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukoam.

Dalam  melaksanakan tugasnya Tim  Pengelola Anggota

Jaringan Dokumentasi  Informasi  Hubum  sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang;

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola

Anggota  Jaringan Dokumentasi  Informasi Hukum  Badan

Pengawas Pemilihan Umum dibebankan pada Anggaran

Radan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang:

Puda saast ditctapkannya kepulusan ini, maka Keputusan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umuom  Kabupaten

Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 054 /HE.01.01 /K.|T-

2371072023 dicabut dan dinyvatakan tidak beriaku

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan  apaila  dikemudian  hari  ternyata terdapat



b. Susunan Pengelola JDIH

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang telah membuat susunan Tim Anggota terdapat dalam
lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan  Umum
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor
054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang tertanggal 01 Juni 2024 yang telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas

Pemilihan Umum sebagai berikut:

Dokumentasi lampiran susunan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR: 054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMAS] HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILINAN UmMuUmM KABUPATEN
SEMARANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA

Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang
Penanggung jawab Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang
ketua Kepala Sub  Bagian Penanganan Pelanggarvan

Penyvelesaian Sengketa Proses Pemiln dan Hukum
Bawaslu Kabupaten Semarang
Angpola I. Muhamad Budi Purwanto
Noor Muhammad Nasyar
1. Sony Surya Prayoga

1. Andi Setiawan

Ditetapkan di : Ungaran
pada tanggal 4 01 Juni 2024
e g . KETUA,

—t

; _.-.‘ 5.
xg;vsu} ANTO, SP,SH.

-
FETUM



c. Keputusan Tim Pengelola JDIH
Surat Keputusan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang diunggah di

JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang telah mengunggah Surat Keputusan Tim

Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Semarang terdapat di JDIH Bawaslu ke JDIH Bawaslu

dengan tautan dan bukti tangkapan layar akun JDIH sebagai berikut.

Gambar front-end JDIH Bawaslu

JDIH BAWASLU

So) semerngiab sk-054/hk.01.01/k.jt-23/06/2024-2024
Online
@& Beranda
I Peraturan Pusat m Relasi Peraturan Terkait Dokumen Terkait Aktifitas User Verifikasi
erat us:

Jenis Peraturan Surat Keputusan

_ Nomor Peraturan 054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024
& Putusan

Tahun Peraturan 2024

O Bahan Awal Ket. Tertulis PHPU

Judul Peraturan Surat keputusan tentang tim pengelola anggota jaringan dokumenta
& Monografi . )

Tanggal Ditetapkan 01 Juni 2024

Tanggal Diundangkan

Sumber Bawaslu Kabupaten Semarang
Tempat Terbit Ungaran

Bidang Hukum Hukum Umum

Bahasa Indonesia

Lokasi Bawaslu Kabupaten Semarang
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Penandatanganan Agus Riyanto

Pemrakarsa

Status Berlaku

File Dokumen uj
+

d. Pelatihan atau Peningkatan Kapasitas Pengelola JDIH.

Pada tahun 2024, tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang
belum pernah mengikuti pelatihan atau peningkatan kapasitas pengelolaan JDIH
yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia. Namun pada tahun 2023, tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten
Semarang pernah mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu dalam menghadapi
Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang Il di Ballroom Hotel Pullman Central

Park Jakarta pada hari Kamis, 2 November 2023. Kegiatan tersebut juga disertai



dengan praktik langsung teknik penulisan abstrak secara benar oleh tenaga ahli
Bawaslu RI dan juga hasilnya direview secara detail agar dapat mengoptimalkan
upaya pengelolaan JDIH di Bawaslu Kabupaten Semarang sekaligus
mempersiapkan mengikuti penilaian penganugerahan JDIH terbaik (JDIH

Bawaslu Awards).



TEKNIS PENGELOLAAN

a. Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum
Anggota pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dalam
melaksanakan tugas penginputan Dokumen Hukum dan Informasi ke dalam situs
resmi JDIH Bawaslu selalu berkoordinasi dengan tim pengelola JDIH Bawaslu

Kabupaten Semarang.

Dasar penginputan dokumen hukum yaitu ada di pasal 4 Perbawaslu 7
Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan
Pengawas Pemilihan Umum yaitu:

1. Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

. Putusan Penyelesaian Sengketa;
. Surat Keputusan;

. Surat Edaran;

. Nota Kesepahaman,;

. Perjanjian Kerja Sama;

. Kajian Hukum; dan

0 N O o~ ODN

. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dokumentasi check back end

JDIH BAWASLU

;) "’:""’"" PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

K Hukum W Data Produk Hukum Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang Ditampilkan 1- 50 dari 79 Data

1 SuratKeputusan 073.1/HK.01.01/K.JT-23/09/2024 2024 uz“ Bawaslu Kabupaten

2 SuratKeputusan 046.1/HK.01.01/K JT-23/05/2024 2024 m“ Bawaslu Kabupaten Semarans
3 suatinstuksi 550/PM.0LO2/KT-23/09/2024 2024 a) Bawaslu Kabupaten

4 suratKeputusan 047/HKOLO1/K JT23/05/2024 2024 &) Bawaslu Kabupaten Semaran
5 SuratKeputusan 033/HKOLOI/KJT23/3/2024 2024 @ Baw bup:

6 SuratKeputusan 054/HKOL01/K JT-23/06/2024 2024 a) Bawaslu Kabupaten

7 suratinstruksi 704/PM.00.02/K.IT23/11/2024 2024 a) Bawaslu Kabupaten Semara
8 suratKeputusan 070/HKOLO1/K JT23/08/2024 2024 a Bawaslu Kabupaten Semaran
9 suratKeputusan 069/HKOLOI/K JT23/8/2024 2024 &)8)  BawasluKabupaten




b. Kesesuaian Dokumen yang Diunggah
Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang memastikan dalam
melaksanakan penginputan Dokumen Hukum dan Informasi ke dalam situs resmi
JDIH Bawaslu sesuai dengan dokumen fisik yang ada di Bawaslu Kabupaten

Semarang.

¥ BAWASLU

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 SuratKeputusan 073.1/HK.0L.01/K.JT-23/09/2024 2024

edanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang
Laman; semarangkab bawaslu.go.id

Ungaran, (3 September 2024

Nomor 550 /P .01.02/K JT-23109/2024

Lampiran : -

Sitat Penting

Perihal  : Instruksi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

2 SuratKeputusan 046.1/HK.01.01/K.JT-23/05/2024 2024
Kepada Yth

Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Semarang
Di-

Tempat

1. Dasar Hukum
a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan "
Pemeriniah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 3 SuratInstruksi 550/PM.01.02/K.JT-23/09/2024 2024
Perubshan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20

o

Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum;

4 SuratKeputusan 047/HK.01.01/K.JT-23/05/2024 2024

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerjia Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

a

5 SuratKeputusan 033/HKO01.01/K.JT-23/3/2024 2024 TIM PENYUSUNAN
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wall Kota dan Wakil Wall Kota; KETERANGAN
i e o " ie e e A p—
10,2 b B Q OBl B0 D - —+—— + 10 e

Dokumentasi kesesuaian dokumen yang diunggah serta pastikan asli dan sudag dicap

c. Tata Cara Pengunggahan Dokumen Hukum

Anggota pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dalam
melaksanakan tugas penginputan Dokumen Hukum dan Informasi ke dalam situs
resmi JDIH Bawaslu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah sekaligus berkoordinasi dengan tim pengelola JDIH
Bawaslu Kabupaten Semarang.

Pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan
pengunggahan dokumen hukum telah sesuai dengan SOP JDIH Bawaslu. Dalam
proses pengunggahannya ada beberapa hal yang diperhatikan diantaranya:

1. Penulisan judul dokumen hukum
Penulisan nomor dokumen hukum
Input relasi

Ketelitian dalam penulisan abstrak

o > 0N

Kesesuaian dokumen yang diunggah

10



Dokumentasi check back end, unggahan dokumen hukum Bawaslu Kabupaten Semarang

JDIH BAWASLU

semarangkab. 5 M BAW, A ENS
u PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG Home - Produkukum - Produk Hukum Bawa
@ serand
M GECtrD Data Produk Hukum Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang. Ditampilian
Putusan ©TambahData  JESEMGY
O ahan Avat ket ertuis vy IS senis Produk Hukum Nomor Tahun I Nama Produk Hukum Dokumen  Unit Pelaksana status Resi
& Monograt . . .
1 Sustkeputusan CTLHKOLOVKITZI092024 2024 \ NETRALITAS ASW, NI, POLRI D KABUPATEN SEMARANG & Bawsslu Kabupaten Semaran
. y 3 . - mm @Bl
SLU KABUPATEN SEMARANG
2 SustKeputusan 46LHKOLOVKIT 2052024 2024 kN URAHAN/DESA SE KABUPATEN SEMARANG PADA & Bawasly Kabupaten Semarang. () &
’ : : an
3 Sustintrsi SSUPMOLOK T30 2028 AN BADAN ADHOC KELOPOK PENE EMUNGUTAN SUARA (KPPS) & Bawaslu Kabupaten semarang.  ([EEE] [ [7]
4 SustKeputusan 047/HK.0LOV/K.IT-23/05/2024 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang  [TEE] a
s Sustkeputusan 033/HKOLOVK.IT23/3/2024 2024 a Bawasly Kabupaten Semarang. () [ [7]
6 SustKeputusan OSHHKOLOUKIT23/062028 2024 NG TIM OTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN & Bawasly Kabupaten Semarang. ([ZSI] [« |7}
\N UMUM KABUPATEN SE| NG *
7 Sustistksi T PMOOOZK T 02 2024 ENANG DALAM PEMILIHAN i aw a Bawasly Kabupaten Semarng. () [ [7]
K IARANG TAH| *
5 SustKeputusan OTOMKOLOUKIT23/082028 2024 SAN PEMILIHA K Bawasly Kabupaten Semarang. ([CZ) [ [7]
5 Suatkeputusan 069/HKOLOLKIT23/8/2028 20 SURAT KEPUTUSAN TIM FAS ROANWAKILGUSERNURSERTA @) @) Bawaslu Kabupaten Semaran
Al G e |
DAN WAKIL BUPATI SEM
0 Sustinstruksi sopuOOO K IO 2024 L HAK P &)&)  Bawaslu Kabupsten Semaran
N8 CO - | aB
n Keputusan 045.1/HKOLOL/IT-23/05/2024 208 TIM PENYUSUN BUKU PENG Bawasly Kabupaten Semarang. (D [« |7}

d. Abstrak pada Produk Hukum yang diunggah
Produk Hukum yang diunggah Bawaslu Kabupaten Semarang diantaranya
Surat Keputusan, surat Instruksi Putusan, Nota Kesepahaman. Dari kesemua
produk hokum yang diunggah tersebut, hanya produk Putusan yang memiliki
Abstrak:

PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SEMARANG  Home

ata Produk Hukum Putusan Bawaslu Kabupaten Semarang

PENANGANAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIFAN UMUM TAHUN 2015

PUTUSAN NOMOR : 227/PID.5US/2018/PN UNR TANGGAL 19 NOPEMBER 2018, 113 HLM .

PUTUSAN PELANGGARAN PASAL 521 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAYUN 2017 TENTANG 2 ow

PEMILIHAN UMUM Jo PASAL 55 AYAT (1) KE 1 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

ABSTRAK : - Penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terjadi di Judul

usun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan yang melibatkan SITI AMBAR A Produk Hukum No Jenis Putusan Nomor Tahun  Putusan Dokumen  Unit Pelaksana

FATHONAH, 5.Pd binti H. MUZAZIN, serta SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI pada
hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 0045 Wib, adalah sebagai
pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang
atau materi lainnya sebagal imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara
langsung atau tidak langsung, pada saat kegiatan Merti Dusun Kallkembar Desa
Pakopen Kecamatan Bandungan. Ada peristiwa pelaksana kampanye dua orang
tersebut diatas memberikan sejumlah uang dimasukkan dalam dua amplop diberikan
kepada JARWOTO. JARWOTO memperlihatkan ke dua amplop kepada HADI
SUBROTO, dari amplop SITI AMBAR FAHONAH, 5.Pd senilai Rp. 300,000 (tiga ratus
tibu rupiah), dan SARWONO, 5.Pd senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Berdasarkan uraian peristiwa diatas Penuntut Umum TETAP PADA SURAT TUNTUTAN

No.Reg. Perkara : PDM-92/0.3.42/Ep.2/10/2009 tanggal 15 Novomber 2018 yang
amar sebagal berikut :agar menyatakan Terdakwa | Siti Ambar Fathonah,S.Pd binti
H.Muzazin dan Terdakwa Il Sarwono, 5.Pd bin Ahmad Sahri terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu : "Setiap Pelaksana Kampanye
Pemilu Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan uang atau Materl Lainnya
Kepada Peserta Kampanye Pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1
KUHP.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umur Provinsi Jawa Tengah Nomor

43/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah JOKO PURNOMO menetapkan SITI
AMBAR FATHONAH, 5.Pd sebagal Calon Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah
Provins Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Halaman 1 dalam Daftar Calon
Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah - 2 (dua).
Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor
78/PLOL4/Kpt/3322/KPU. KAB/IX/2018  tertang Penetapan Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakian Daerah Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum
‘Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi
pemilinan Umum Kabupaten Semarang GUNTUR SUHAWAN menetapkan SARWONO,
5.Pd sebaga Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Semarang 5 (Iima)

&R Putusan N

Putusan Pidana Pemily  227/Pid.Sus/2018/PN Unr 2018

Putusan Pidana Pemily  342/Pid.Sus/2018/PTSMG 2018 E)8)  BawasluKabupaten Se

Dokumen hukum Bawaslu Kabupaten Semarang yang memiliki abstrak pada JDIH
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SARANA PRASARANA

a. Ruang Khusus JDIH
Bawaslu Kabupaten Semarang secara khusus belum memiliki ruangan JDIH,

akan tetapi memiliki ruangan pelayanan terpadu yang bisa digunakan untuk JDIH

dan juga memiliki pojok pengawasan yang terdapat rak/tempat untuk menyimpan
buku dan produk hukum.

Dokumentasi ruang layanan terpadu Bawaslu Kabupaten Semarang

b. Ruang kerja JDIH

pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang juga memiliki ruang kerja
untuk memudahkan dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pelestarian, dan pendayagunaan dokuman hukum dan informasi hukum.Diruang
tersebut tersedia 1 unit PC. Untuk scanner dan printer juga tersedia yang fungsi

kegunaannya dapat dimanfaatkan secara bersama-sama.

4 ‘HEO

Gambar Meja kerja operator JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang

12



c. Jaringan Internet
Penunjang Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dilengkapi dengan

jaringan internet dengan provider My Republik dengan kecepatan 150 Mbps.

(¥) UNDUH Mbps () UNGGAH Mbps

11115 13971

Ping @ 4 @® 210 (1) 246

Koneksi
MILAI PROVIDER ANDA

[ MULAI | /2 MyRepublic Indonesia

Tangkapan layar uji kecepatan internet yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Semarang dalam

mendukung pengelolaan JDIH Bawaslu
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PENGUATAN ORGANISASI DAN KERJASAMA

1. Melaksanakan Pelatihan Pengelolaan JDIH Bawaslu

Bawaslu Kabupaten Semarang melaksanakan rapat layanan Hukum yang
dilaksanakan di Aula Kecamatan Ambarawa yang dihadiri oleh Seluruh

Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Semarang.

Ry AMBARAMA. 20 JUNI 2024 m

Dokumentasi kegiatan rapat layanan Hukum

2. Melakukan Study Banding antar anggota JDIHN instansi daerah dalam rangka
penguatan SDM

Selama tahun 2024, JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang belum

melaksanakan study banding secara langsung ke JDIH Daerah.
3. Melakukan konsultasi dokumentasi Hukum ke Pusat JDIH Bawaslu

Selama periode Tahun 2024 JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang tidak

melakukan konsultasi ke JDIH Bawaslu RI.
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DOKUMENTASI HUKUM

Dokumen hukum yang dimiliki JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang sejak tahun
2018 berupa putusan pidana Pemilu, Surat Keputusan, Perjanjian kerjasama, nota

kesepemahaman, dan surat instruksi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang

No Nama Dokumen Jumlah

1 Surat Keputusan 54

2 putusan pidana Pemilu 2

3 Perjanjian kerjasama 9

4 Nota kesepemahaman 19

5 Surat Instruksi 4
Total 88

LNRINGAN DOKUMENTAS! OAN MFRMAS HUKUM
‘ BADAN PENGAIAS PEMILL REPY BLIX INDONESLA

BERANDA PROFIL PERATURAN PUTUSAN MONOGRAFI ARTIKEL DOKUMEN LAIN

PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

L] MONOGRAFI/ARTIKEL DOKUMEN LAIN

w21mma53

Tangkapan layar JDIH
Bawaslu

Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang Putusan Pidana
Pemilu
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PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

o PUTUSAN MONOGRAFU/ARTIKEL

@ o o0

Tangkapan layar JDIH Bawaslu
Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang Surat Keputusan, Nota Kesepahaman, Perjanjian
Kerjasama, Surat Instruksi dan Nota Kesepakatan Bersama

JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang melakukan update Produk Hukum dari
tahun ke tahun. Produk pertama yang telah diunggah ke JDIH Bawaslu yaitu dari
tahun 2018 sejumlah 2 (dua) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang,
tahun 2021 sejumlah 29 (dua puluh sembilan) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten
Semarang, tahun 2022 sejumlah 11 (sebelas) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten
Semarang, tahun 2023 sejumlah 3 (tiga) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten
Semarang dan tahun 2024 sejumlah 13 (tiga belas) Produk Hukum Bawaslu
Kabupaten Semarang. sehingga dari tahun 2018 sampai dengan 2024 terdapat 45
Produk Hukum yang telah diverifikasi. Namun masih terdapat 36 Produk Hukum
Bawaslu Kabupaten Semarang yang belum dilakukan verifikasi oleh Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah. Produk hukum yang diunggah sebagaimana tangkapan

layar JDIH Bawaslu di bawah ini :
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JARINGAN DOKUMENTAS! DAN INFORMAS! HUKUM.

BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIKINDONESIA

BERANDA PROFIL PERATURAN PUTUSAN MONOGRAFI ARTIKEL DOKUMEN LAIN KONTAK KM

PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

Home 5 Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang

SLU KABUPATEN SEMARANG o PUTUSAN MONOGRAFI/ARTIKEL DOKUMEN LAIN

BERDASARKAN TAHUN SURAT KEPUTUSAN

NOTA KESEPAHAMAN

WEBSITE JDIH BAWASLU KABUPATEN

PERJANJIAN KERJ

SEMARANG

e oo 0

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Tangkapan Layar produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang yang telah terverifikasi

JDIH BAWASLU

) semaranglab PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG I R G

onine

‘Ada Sebanyak 36 Produk Hukum yang belum terverifikasi
Silahkan Kiik tombol untuk melihat  Produk hukum belum diverifikasi

[ ata Produk Hukum Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang
o ©Tambah Data <A
Bahan Awal et Tertuls PHPL o Senis Produk Hukum Nomor Tahun If Mama Produk Hukum Dokumen Unitpelaksana status kst
[T — i JenisProdul Huk . 3 » . .
1 Suatkeputusan O73.1/HK.0LOV/K.JT-23/09/2024 2028 NETRALITAS a Bawaslu Kabupaten Semarang [ urveried | Hn
POLRI DI KABUPATEN SEMARANG h
MILIKAN SERENTAK TAHUN 2024
UPATEN SEMARANG
2 sumthepuusan 046.1/HK OLOVK IT-2305/2024 2024 PENETAPAN KELONPOK KERJA a Savaslu Kabupaten Semarang o= g
3 st S50/PM0L02/K IT230972026 2024 NSTRUKS| PENGAWASAN PEMBE Y Bavaslu Kabupaten Semarang == 3
BA \DHOC KELOMPOK PENYELE! h
PEMUNGUTAN SUARA (9PS)
s Suatkeput 087/HKOLOLK IT-2305/2026 2024 ApaNT 3 Savesl Kabupaten Semarang o 33
SEKABUPATEN
EMILHAN TAHUN
s sumthepuusan 3K OLOVKIT2Y3/2028 2024 M PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS a Savaslu Kabupaten Semarang = 3
RSELISIHAN HASIL PEMILINAN UMUM
PHPU) BAWASLU KABUPATEN SEMARANG
6 Suatkepun OS4/HKOLOLKIT-23106/2024 2024 URAT KEPUTUSAN TENTANG T 2 Bavaslu Kabupaten Semarang o= 3
OLARNGGOTA JARINGAN
ASIDAN INFORMASI HUKUM
7 Sustinstkel 704/PM.00.02/K 231112028 2024 NSTRUKSI PATROLI PENGAWASAN MASA & Savaslu Kabupaten Semaran
/PM.0002) y ) pa J = B3
ENANG DALAM PEMILINAN GUBERNURDAN
WAKIL GUIERNLR JAWA TENGAH SERTA

Tangkapan layar JDIH Bawaslu
Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang yang belum dilakukan verifikasi
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SOSIALISASI DAN PROMOSI JDIH BAWASLU

Pemanfaatan Media Sosial oleh Bawaslu Kabupaten Semarang merupakan
salah satu inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan media sosial ini
diharapkan dapat menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dan lebih luas
terutama penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Semarang melalui Media Sosial seperti Instagram Bawaslu

Kabupaten Semarang.

Dokumentasi Sosialisasi dan Promosi JDIH

10.17 RO 1 Nlal & 8D

Catatan.

2799 4.224 566

postingan pengikut mengikuti

Bawaslu Kabupaten Semarang

Layanan Publik & Pemerintahan

+62 895-3858-10605 || Info-info terbaru tentang
Bawaslu Kabupaten Semarang klik link di bawah
mmm

(2 semarangkab.bawaslu.go.id/berita dan 1 lainnya
Purnakarya Raya, Pundungputih, Gedanganak, Kec.
Ungaran Tim., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
50519, Ungaran, Jawa Tengah, Indonesia

Dasbor profesional
Fitur baru kini tersedia

Edit profil Bagikan profil Kontak

Poad

Bawaslu Update Press Release Kabar Panwas... PKD 2024
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SARAN DAN MASUKAN

1. Saran dan Masukan terhadap pengelolaan dokumen dan informasi Hukum Bawaslu

a. Saran terhadap pengelolaan JDIH khususnya bagi Bawaslu Kabupaten/Kota
terkait dengan verifikator produk hukum, verifikator dilakukan oleh ketua tim
pengelola JDIH pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mempercepat proses Publikasi produk Hukum.

b. Pusat JDIH Bawaslu diharapkan dapat memberikan penguatan kapasitas bagi
tim pengelola JDIH Bawaslu di masing-masing satuan kerja.

c. Dokumen hukum Bawaslu RI seperti, Surat Keputusan ataupun Surat Edaran
yang berkaitan dengan pengawasan tahapan terkadang sulit untuk dicari dalam
JDIH, sehingga harapannya kedepan dokumen hukum tersebut dapat di lebih
intens di upload di JDIH.

2. Saran dan Masukan terhadap Sistem JDIH Bawaslu
Terhadap sistem JDIH Bawaslu saat ini sudah makin baik namun akan lebih baik
jika JDIH Bawaslu memiliki sistem database peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran,
Pencegahan maupun penyelesaian sengketa proses. Berikut contoh sistem database

peraturan yang di miliki oleh BPK RI.

Peraturan Perundang-undangan Pusat

" =

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Peraturan Perundang-undangan Daerah
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